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Abstract

The implementation of the Smoke Free Area (SFA) policy is one of the public health
strategies aimed at protecting communities from exposure to cigarette smoke. This study was
conducted to analyze the relationship between communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure with the implementation of SFA policy at Sanggeng Health Center and
to determine the most dominant factor influencing its implementation. This study employed an
analytical observational design with a cross-sectional approach. The population consisted of
all employees working at Sanggeng Health Center, Manokwari Regency. A total sampling
technique was applied, involving 59 respondents. Data were analyzed using univariate analysis
for frequency distribution, bivariate analysis using Chi-square/Fisher Exact Test, and
multivariate analysis using logistic regression to identify the dominant variable. The results
showed that most respondents perceived the implementation of SFA policy as good (76.3%).
Bivariate analysis indicated that communication (p=0.198), resources (p=0.412), and
disposition (p=0.666) were not significantly associated with Smoke Free Area implementation.
Multivariate analysis confirmed that bureaucratic structure was the most dominant factor, with
respondents in a good bureaucratic structure having 16.88 times greater odds of achieving
optimal SFA implementation compared with those in a poor bureaucratic structure
(OR=16.880; 95% CI: 2.943-96.817; p=0.002). Conclusion: Bureaucratic structure was the
only factor significantly associated with SFA implementation and emerged as the most
dominant determinant. Strengthening organizational systems, including clear standard
operating procedures, role distribution, and routine supervision, is essential to improve the
effectiveness of Smoke Free Area implementation in primary healthcare facilities.
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Implementation
Pendahuluan meningkatnya kejadian penyakit tidak menular
Perilaku merokok masih menjadi  serta paparan asap rokok bagi perokok pasif.

permasalahan  kesehatan masyarakat yang Terdata lebih dari 7 juta kematian akibat rokok di
signifikan  karena  berkontribusi  terhadap dunia dan 1,6 juta diantaranya adalah perokok
pasif (WHO, 2023). World Health Organization
*corresponding author: Wahyuti (WHO) juga menyebutkan bahwa 80% dari 1,3
Program  Magister  IKM/FKM,  Universitas miliar perokok didunia berasal dari negara dengan
(E:emna(?f:z‘;vsSH;rlnna‘?Z:]egama“ o pendapatan rendah dan menengah (Listyorini,
Subrmission: 24-04-7026. Revised: 27-06-2026 2023). Kadar nikotin - dalam - rokok adalah
Accepted: 17-07-2026  Published: 10-08-2026 ancaman bagi kesehatan, efeknya bagi Kesehatan

dapat beresiko beragam jenis kanker mulai dari
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kanker paru, kanker mulut hingga penyakit
kardiovaskular (Maulana, 2023).

Di Indonesia kasus perokok juga masih
fluktuatif, berdasarkan Survei Kesehatan
Indonesia (SKI) tahun 2023, jumlah perokok aktif
diperkirakan mencapai sekitar 70 juta orang,
dengan kelompok wusia 15-19 tahun sebagai
perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14
tahun sebanyak 18,4% (Kemenkes RI, 2023).
Data ini menunjukkan perlunya perhatian khusus
sebab kasus perokok tidak hanya pada usia
dewasa, tetapi menjurus pada generasi muda.
Adapun di Provinsi Papua tahun 2020, dilaporkan
terdapat 24,91%  proporsi aktif
(Widyawati, 2020).

Berbagai upaya intervensi untuk menekan dan
menurunkan angka perokok telah dilakukan.
Secara global, kebijakan Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC) telah diterapkan 57
negara dan studi /iteratur review menyimpulkan
bahwa pada negara-negara yang menerapkan

perokok

kebijakan FCTC itu telah membawa manfaat
dengan penurunan kasus rokok 4,4% hingga
30,3% (Chugh et al., 2023; PeSufti et al., 2023).
Adapun di Indonesia, (Subagyo & Primawanti,
2022) salah satu programnya adalah kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah
menetapkan kebijakan KTR melalui Undang-
Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) yang
mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah
(wajib) untuk menetapkan dan menerapkan KTR
di wilayahnya dan diperkuat dengan surat edaran
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di
daerah (Kesehatan & Indonesia, 2022). Tujuan
KTR adalah melindungi masyarakat dari paparan
asap rokok dan menciptakan lingkungan yang
sehat. Kebijakan ini menjadi bagian yang sangat
penting dalam upaya promotif dan preventif di
sektor kesehatan (Wahyuti et al., 2025).
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan
tingkat pertama memiliki peran
strategis dalam implementasi KTR karena tidak
hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi
juga berfungsi sebagai pusat promosi kesehatan

kesehatan
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dan perubahan perilaku masyarakat. Namun,
implementasi KTR di berbagai daerah masih
belum  optimal. @ Bahkan  studi  yang
membandingkan implementasi KTR di Singapura
dan Indonesia menyimpulkan bahwa di Indonesia
implementasi masih belum maksimal karena
bersifat parsial dan lemah sanksi, sedangkan
Singapura sudah sangat tegas dengan sanksi berat
(Pramayora & Ringgi, 2024). Studi di Denpasar
(Saputra, 2024), menemukan hal yang serupa
bahwa penerapan KTR masih belum disertai
pemberian sanksi yang tegas, masih terdapat
pelanggaran  kebijakan = KTR, lemahnya
pengawasan, serta belum konsistennya penerapan
sanksi di lapangan. Temuan ini menunjukkan
bahwa keberhasilan implementasi KTR tidak
hanya bergantung pada keberadaan kebijakan,
tetapi juga pada faktor pendukung lainnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan KTR
dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti
komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana,
dan struktur birokrasi. Studi di Kota Ambon dan
Kabupaten Merangin menemukan hasil bahwa
dalam penerapan KTR seringkali tidak optimal
karena belum tersedia SOP yang jelas, masalah
sumber daya minim dan fasilitas kurang
mendukung (Alfiani & Fadli, 2025). Penelitian
lainnya di Binjai Sumatera Utara dan Aceh juga
menemukan bahwa faktor komunikasi dan
birokrasi memegang peran penting dalam
berjalannya program KTR (Hasibuan & Ulfha,
2022; Nurdin et al., 2025). Faktor ini perlu
menjadi perhatian karena dapat menentukan
sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara
efektif di lapangan (Putri, 2025).

Puskesmas Sanggeng Kabupaten Manokwari
telah menerapkan PERDA Peraturan Daerah
Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2021
Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2021 KTR
(Manokwari, 2021). Namun berdasarkan
pengamatan awal masih ditemukan adanya
aktivitas merokok di lingkungan puskesmas serta
belum optimalnya pengawasan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa implementasi KTR belum
sepenuhnya  berjalan  efektif dan  masih
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faktor
uraian

dipengaruhi internal
organisasi. tersebut,
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
faktor-faktor =~ yang  berhubungan  dengan
implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di
Puskesmas Sanggeng Kabupaten Manokwari,
khususnya ditinjau dari aspek komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

oleh berbagai
Berdasarkan

Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dengan pendekatan observasional analitik

menggunakan desain cross sectional study.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Variabel
independen antara lain aspek komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur birokrasi. Populasi
penelitian adalah seluruh ASN yang bekerja pada
Puskesmas Sanggeng Kabupaten Manokwari
Provinsi Papua Barat yaitu sebanyak 59 orang,
sehingga penarikan sampel menggunakan teknik
sampling jenuh atau total sampling. Pengumpulan
data dilakukan menggunakan kuesioner yang diisi
oleh responden. Analisa data dilakukan melalui
tiga tahapan yaitu analisis univariat, bivariat dan
mulltivariat untuk mencari faktor dominan yang
memengaruhi implementasi KTR.

Penelitian  ini  merupakan  penelitian
observasional analitik dengan pendekatan cross-
sectional yang dilaksanakan di Puskesmas
Sanggeng Kabupaten Manokwari pada April
2026. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas
Sanggeng Teknik
pengambilan total
sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan
sampel. Kriteria inklusi meliputi pegawai ASN

sebanyak 59
sampel  menggunakan

orang.

yang bersedia menjadi responden, mampu
berkomunikasi dengan baik, berada di lokasi
penelitian, dan menandatangani informed consent.
Kriteria eksklusi meliputi pegawai yang tidak
berada di lokasi penelitian, tidak menyelesaikan
pengisian kuesioner, atau tidak bersedia menjadi
responden.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner

yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori
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implementasi kebijakan (Edwards III, 1980),
terdiri atas 36 item pertanyaan yang meliputi
variabel komunikasi, sumber daya, disposisi,
struktur birokrasi, dan implementasi Kawasan
Tanpa Rokok (KTR). Setiap item diukur
menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak
setuju sampai 5 = sangat setuju). Skor setiap
variabel dijumlahkan, kemudian dikonversi
menjadi persentase dan dikategorikan menjadi
baik apabila mencapai >75% dari skor maksimum
dan kurang apabila <75% sebagai kriteria
operasional penelitian. Instrumen telah diuji
menggunakan uji validitas Pearson Product
Moment dan uji reliabilitas Cronbach's Alpha,
dengan seluruh item dinyatakan valid dan reliabel.
Analisis data dilakukan menggunakan IBM
SPSS Statistics. Analisis univariat digunakan
untuk mendeskripsikan karakteristik responden
dan distribusi setiap variabel. Analisis bivariat
menggunakan uji Chi-square atau Fisher’s exact
Test apabila syarat uji Chi-square tidak terpenuhi.
Selanjutnya, variabel dengan nilai p <0,25
dianalisis menggunakan regresi logistik biner
untuk menentukan faktor yang paling dominan
berhubungan dengan implementasi KTR. Nilai p
<0,05 dianggap bermakna secara statistik.
Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik
dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih
dengan Nomor 085/KEPK-FKM UC/2026.

Hasil
Hasil penelitian ini mengumpulkan 59
responden dari seluruh pegawai dilokasi

penelitian yaitu Puskesmas Sanggeng Kabupaten
Manokwari. Tabel 1 menunjukkan distribusi
frekuensi variabel penelitian yang meliputi
komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur
birokrasi, dan implementasi Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di Puskesmas Sanggeng Kabupaten
Manokwari. Dari hasil analisis deskriptif, terlihat
bahwa sebagian besar responden menilai
implementasi KTR sudah baik (76,3%), meskipun
masih terdapat 23,7% yang menilai kurang.
Variabel komunikasi juga relatif baik (66,1%),
namun sepertiga responden (33,9%) menilai
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komunikasi kurang efektif. Sumber daya
merupakan variabel dengan proporsi kategori
kurang yang paling tinggi, yaitu 55,9%,
menunjukkan adanya keterbatasan  dalam
dukungan sarana, prasarana, maupun tenaga yang
dapat memengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan.  Sebaliknya, disposisi pegawai
menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan

88,1% responden menilai disposisi baik,
mencerminkan komitmen dan sikap pegawai yang
mendukung pelaksanaan program. Struktur
birokrasi berada pada posisi seimbang, dengan
54,2% responden menilai baik dan 45,8% menilai
kurang, yang mengindikasikan bahwa aspek
birokrasi masih perlu diperkuat agar lebih
konsisten dalam mendukung implementasi KTR.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur
Birokrasi, dan Implementasi KTR) di Puskesmas Sanggenga Kabupaten Manokwari

Variabel Kategori Frekuensi (n) Persentase (%)
Implementasi KTR Baik 45 76,3
Kurang 14 23,7
Komunikasi Baik 39 66,1
Kurang 20 33,9
Sumber Daya Baik 26 44,1
Kurang 33 55,9
Disposisi Baik 52 88,1
Kurang 7 11,9
. . Baik 32 54,2
Struktur Birokrasi Kurang 27 45.8
Total 59 100,0
Sumber: Data Primer, 2026
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Analisis Bivariat
. Implementasi KTR Prevalence
n dra:l‘lflll‘;l Baik Kurang Total . Ratio (PR) (95%
P n % n % n % (8]
Komunikasi
Baik 32 82.1 7 17.9 39 100
1.262; 95%CI
Kurang 13 65.0 7 35.0 20 100 0.198 (0,886-1,798)
Sumber Daya
Baik 18 69.2 8 30.8 26 100
0,846; 95%CI
Kurang 27 81.8 6 18.2 44 100 0.412 (0,625-1,145)
Disposisi
Baik 40 76.9 12 23.1 52 100
1,077; 95%CI
Kurang 5 71.4 2 28.6 7 100 0.666 (0,659-1,761)
Struktur Birokrasi
Baik 30 93.8 2 6.3 32 100 1.688: 95%CI
Kurang 15 55.6 12 444 27 100 0.002 A

(1,190-2,392)

Sumber: Data Primer, 2026
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Hasil Analisis Regresi Logistik Multivariat (Model Final —Step-3a,

Backward LR Elimination)

. 95%CI

Variabel B p-value OR Tower Upper
Step 1a
Komunikasi -0.317 0.700 0.728 0.145 - 3.658
Sumber Daya -1.463 0.069 0.232 0.048 - 1.119
Disposisi -0.763 0.481 0.466 0.056 — 3.889
Struktur Birokrasi 3.141 0.002 23.128 3.114-171.782
Constant 1.521 0.172 4.576 —
Step 2a
Sumber Daya -1.480 0.065 0.228 0.047 — 1.094
Disposisi -0.818 0.444 0.441 0.054 — 3.583
Struktur Birokrasi 2.981 0.001 19.702 3.189 — 121.741
Constant 1.451 0.182 4.269 -
Step 3a
Sumber Daya -1.319 0.081 0.267 0.061 —1.175
Struktur Birokrasi 2.826 0.002 16.880 2.943 - 96.817
Constant 0.723 0.147 2.061 —

Sumber: Data Primer, 2026

Secara keseluruhan, hasil distribusi frekuensi
ini menggambarkan bahwa implementasi KTR di
Puskesmas Sanggeng relatif baik, namun masih
menghadapi tantangan terutama pada aspek
sumber daya dan struktur birokrasi. Temuan ini
menjadi dasar penting untuk analisis lebih lanjut
mengenai faktor yang berhubungan dengan
efektivitas implementasi kebijakan KTR. Tahap
analisis berikutnya adalah analisis bivariat. Hasil
uji bivariat tertera dalam tabel 2.

Hasil analisis bivariat pada tabel 2
menunjukkan ~ bahwa  komunikasi  tidak
berhubungan signifikan dengan implementasi
KTR (p=0,198; PR=1,262), meskipun secara
proporsi komunikasi yang baik cenderung diikuti

implementasi yang lebih baik. Hal ini
mengindikasikan bahwa komunikasi belum
menjadi faktor utama dalam menentukan

keberhasilan implementasi kebijakan. Demikian
pula, variabel sumber daya tidak menunjukkan
hubungan signifikan (p=0,412; PR=0,846), yang
menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya
belum tentu  berbanding lurus  dengan
implementasi KTR. Variabel
disposisi juga tidak berhubungan signifikan
(p=0,666; PR=1,077), meskipun

keberhasilan

mayoritas
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responden memiliki sikap yang baik. Hal ini
mengindikasikan bahwa sikap positif pelaksana
belum cukup untuk menjamin keberhasilan
implementasi
memadai.

tanpa dukungan sistem yang

Sebaliknya, struktur birokrasi menunjukkan
hubungan yang signifikan dengan implementasi
KTR (p=0,002; PR=1,688). Responden dengan
struktur birokrasi yang baik memiliki peluang
lebih besar untuk mencapai implementasi KTR
yang optimal dibandingkan dengan yang kurang.
Hal ini menegaskan bahwa aspek struktural
seperti kejelasan SOP, pembagian tugas, dan

mekanisme pengawasan merupakan faktor
penting dalam keberhasilan kebijakan.
Hasil analisis bivariat pada tabel 2

menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya,
dan disposisi tidak memiliki hubungan yang
signifikan dengan implementasi Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) (seluruh p>0,05). Nilai prevalence
(PR) pada ketiga variabel tersebut
menunjukkan adanya perbedaan prevalensi
implementasi KTR antar kelompok, namun
hubungan tersebut tidak bermakna secara statistik
karena interval kepercayaan melintasi nilai 1.
Sebaliknya, struktur birokrasi memiliki hubungan

ratio
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yang signifikan dengan implementasi KTR
(PR=1,688; 95% CI: 1,190-2,392; p=0,002).
Responden dengan struktur birokrasi yang baik
memiliki prevalensi implementasi KTR yang
lebih tinggi dibandingkan responden dengan
struktur birokrasi yang kurang baik.

Hasil Analisa multivariat dapat dilihat pada
tabel 3 memperkuat temuan bahwa struktur
birokrasi merupakan faktor paling dominan
(OR=16,880; p=0,002). Artinya, responden yang
berada dalam sistem birokrasi yang baik memiliki
peluang sekitar 16 kali lebih besar untuk mencapai
implementasi KTR yang optimal dibandingkan
dengan yang kurang. Sementara itu, variabel
daya menunjukkan kecenderungan
hubungan namun tidak signifikan, dan variabel
komunikasi serta disposisi tidak berpengaruh
dalam model akhir.

sumber

Struktur birokrasi merupakan satu-satunya
variabel yang berhubungan secara signifikan
dengan implementasi Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) (OR = 16,880; 95% CI: 2,943-96,817; p =
0,002). Responden yang memiliki
birokrasi yang baik memiliki odds implementasi
KTR yang baik sebesar 16,880 kali dibandingkan
responden dengan struktur birokrasi yang kurang

struktur

baik. Sementara itu, variabel sumber daya tidak
menunjukkan hubungan yang signifikan pada
model akhir (p > 0,05), sedangkan variabel
komunikasi dan disposisi tidak dipertahankan
dalam model regresi logistik karena tidak
statistik.
Meskipun demikian, interval kepercayaan yang
relatif lebar menunjukkan bahwa estimasi Odds

memenuhi  kriteria  signifikansi

Ratio masih memiliki tingkat ketidakpastian yang
cukup tinggi sehingga hasil penelitian ini perlu
diinterpretasikan secara hati-hati.

Pembahasan
Implementasi KTR

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di Puskesmas Sanggeng sebagian besar berada
pada kategori baik, meskipun belum optimal.
Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan
KTR telah diterapkan, namun masih terdapat
kendala dalam aspek pengawasan dan kepatuhan.
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Perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan
suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi
pelaksanaan di lapangan.

Riset ini sejalan dengan studi di Palu (Afrianto,
2020) yang menemukan bahwa pelaksanaan atau
implementasi Peraturan Daerah tentang KTR
berjalan baik, terlihat dengan berkurangnya orang
yang merokok di dalam gedung yang menerapkan
wilayah KTR. Namun demikian masih terdapat
pihak yang masih melanggar KTR, meskipun
sudah mengetahui aturan larangan rokok tetapi
karena kurangnya pengawasan dan penerapan
sanksi  serta  komitmen yang  rendah
mengakibatkan masih terdapat orang bahkan
pemangku kebijakan yang melanggar aturan
(Kartini & Setiaji, 2024). Penerapan KTR yang
ditaati semua orang tentu akan membawa hasil
yang baik bagi Kesehatan dan membuat suasana
nyaman tanpa asap rokok (Sari, 2024).

Menurut (Edwards III, 1980), keberhasilan
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat
faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi
KTR sangat

masyarakat

kebijakan
kepatuhan

bergantung pada
dan efektivitas
pengawasan khususnya dalam hal penegakan
aturan, meskipun implementasi KTR tergolong
baik, masih terdapat tantangan dalam aspek
penegakan aturan sehingga butuh penguatan agar
kebijakan dapat Dberjalan secara  optimal
(Mayansara et al., 2025; Nurdin et al., 2025).
Hasil  penelitian ~ menunjukkan  bahwa
implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di
Puskesmas Sanggeng sebagian besar berada pada
kategori baik  (76,3%), meskipun belum
sepenuhnya optimal. Temuan ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan kebijakan KTR telah berjalan
di lingkungan puskesmas, namun masih terdapat

sebagian responden yang menilai
implementasinya belum optimal sehingga
diperlukan  upaya penguatan pelaksanaan

kebijakan secara berkelanjutan (WHO, 2023).
Implementasi kebijakan KTR tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga

252


https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/index

B |ttps://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/index

DOI: 10.30829/jumantik.v11i2.29424

BN p-ISSN: 2548-2173; E-ISSN: 2580-281X

oleh konsistensi pelaksanaan, mekanisme
pengawasan, koordinasi antarpemangku
kepentingan, serta komitmen organisasi dalam
menegakkan kebijakan di tingkat fasilitas
pelayanan Kesehatan (WHO, 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai
penelitian yang melaporkan bahwa implementasi
KTR di Indonesia telah menunjukkan kemajuan,
namun masih menghadapi tantangan dalam aspek
kepatuhan, pengawasan, koordinasi lintas sektor,
dan penegakan kebijakan. Studi di Kota Banda
Aceh menunjukkan bahwa implementasi KTR

dipengaruhi  oleh  efektivitas  komunikasi,
monitoring, evaluasi, serta komitmen para
pelaksana  kebijakan sehingga  diperlukan

penguatan koordinasi dan pengawasansecara
berkelanjutan (Sufri, 2023). Demikian pula,
implementasi KTR di beberapa daerah masih
memerlukan penguatan sistem pengawasan,
pembentukan satuan tugas, penyusunan standar
operasional prosedur, serta mekanisme evaluasi
untuk  meningkatkan  kepatuhan
kebijakan KTR (WHO, 2023).
Menurut (Edwards III, 1980), implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sejalan

terhadap

dengan kerangka teori tersebut, penelitian ini

menunjukkan  bahwa  struktur  birokrasi
merupakan  satu-satunya  variabel = yang
berhubungan  secara  signifikan  dengan

implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Oleh karena itu, penguatan aspek organisasi
melalui kejelasan standar operasional prosedur,
pembagian tugas, koordinasi, dan mekanisme
pengawasan dapat dipertimbangkan sebagai
bagian dari upaya meningkatkan implementasi
KTR di Puskesmas Sanggeng.

Hubungan Komunikasi dengan Implementasi
KTR

Menurut (Edwards III, 1980) komunikasi
merupakan salah satu komponen penting dalam
implementasi  kebijakan  karena  berfungsi
menyampaikan informasi secara jelas, konsisten,
dan Dberkelanjutan kepada seluruh pelaksana
kebijakan (Edwards, 1980; Kariti & Setiaji, 2024).
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Pada  penelitian ini, komunikasi tidak
menunjukkan hubungan yang signifikan dengan
implementasi KTR (p = 0,198). Meskipun secara
deskriptif responden yang menilai komunikasi
baik cenderung memiliki implementasi KTR yang
lebih baik, hubungan tersebut tidak bermakna
secara statistik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2024)
yang melaporkan bahwa komunikasi dalam
implementasi KTR telah berjalan dengan baik,
namun frekuensi sosialisasi yang belum rutin
menyebabkan penyebaran informasi mengenai
kebijakan KTR belum merata. Kondisi tersebut
berpotensi memengaruhi tingkat pemahaman dan
kepatuhan terhadap penerapan KTR. Tidak
signifikannya hubungan komunikasi dalam
penelitian ini kemungkinan berkaitan dengan
kondisi komunikasi di Puskesmas Sanggeng yang
telah berada pada kategori relatif baik sehingga
tidak lagi faktor pembeda
responden. implementasi

antar
KTR
kemungkinan lebih berkaitan dengan faktor

menjadi
Selain itu,
organisasi lainnya, seperti struktur birokrasi yang
dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang
signifikan dengan implementasi KTR.

Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi
KTR

Sumber daya menurut Teori (Edwards III,
1980) merupakan faktor penting dalam
implementasi program yang mencakup tenaga,
dana, dan fasilitas. Hal-hal tersebut tentu penting
untuk menunjang implementasi kebijakan agar
tepat sasaran dan efektif (Putri, 2025). Pada
penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya
tidak berhubungan signifikan dengan
implementasi KTR (p = 0,412). Temuan ini
menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya
tidak menunjukkan hubungan yang signifikan
dengan implementasi KTR pada penelitian ini.

Studi implementasi KTR di Cimahi
menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat
yang tidak mematuhi peraturan KTR. Hal tersebut
karena faktor sumber daya masih kurang,
misalnya dari segi anggaran terbatas sehingga
berdampak pada kegiatan sosialisasi masih
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kurang  dilakukan. Kurangnya  sosialisasi
berakibat Masyarakat kurang paham tentang KTR
tersebut (Lestari et al., 2025). Temuan penelitian
tersebut menunjukkan bahwa sumber daya
merupakan salah satu aspek yang perlu
diperhatikan dalam implementasi KTR. Namun,
keberadaan sumber daya saja belum tentu cukup
untuk mendukung implementasi KTR apabila
tidak disertai pengelolaan yang efektif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun sumber
daya terbatas, implementasi KTR tetap dapat
berjalan relatif baik. Hal ini sejalan dengan
pedoman  Kementerian  Kesehatan  yang
menekankan pentingnya konsistensi pengawasan
dan komitmen pelaksana dalam mendukung
implementasi  kebijakan KTR. Efektivitas
pemanfaatan sumber daya menjadi lebih penting
dibandingkan jumlah sumber daya itu sendiri.

Hubungan Disposisi
KTR
Disposisi mencerminkan sikap, motivasi, dan

dengan Implementasi

komitmen pelaksana dalam  menjalankan
kebijakan. Faktor ini berperan dalam pelaksanaan
program, jika pelaksana tidak berkomitmen
menjalankan program maka pelaksanaan bisa
terhambat. Pada penelitian ini

pelaksanaan KTR oleh seluruh pihak dalam

meninjau
Puskesmas Sanggeng, hasilnya menunjukkan
bahwa disposisi tidak berhubungan signifikan
dengan implementasi KTR (p = 0,666), meskipun
sebagian besar responden memiliki sikap yang
baik. Temuan ini menunjukkan bahwa disposisi
tidak menunjukkan hubungan yang signifikan
dengan implementasi KTR pada penelitian ini.
Studi terdahulu menyimpulkan bahwa dalam
penerapan KTR di Kabupaten Indramayu dan
Puskesmas Kaladawa Kabupaten Tegal tidak
cukup dengan sosialisasi saja, tetapi harus ada
sanksi tegas yang diberikan. Akibatnya sering
terdapat tempat-tempat KTR tetapi terdapat
banyak orang yang merokok didalamnya
(Prasetya et al., 2025). Sedangkan studi di
Kabupaten Cimahi mendapatkan bahwa pimpinan
puskesmas berani mengambil komitmen tegas
dengan memberikan teguran kepada staf yang
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merokok di wilayah KTR (Lestari et al., 2025).
Namun, dalam penelitian ini, tingginya proporsi
responden dengan disposisi baik menyebabkan
data menjadi kecil, sehingga tidak
menunjukkan hubungan yang signifikan secara
statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap
positif pelaksana saja belum cukup untuk
mendukung implementasi KTR apabila tidak
didukung oleh sistem organisasi yang memadai.
Disposisi yang baik perlu didukung oleh struktur
organisasi yang kuat agar implementasi kebijakan
dapat berjalan secara lebih konsisten. (Edwards
111, 1980).

variasi

Hubungan  Struktur Birokrasi dengan
Implementasi KTR
Menurut teori implementasi  kebijakan

(Edwards III, 1980), struktur birokrasi mencakup
pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta
ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan
kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
struktur birokrasi berhubungan secara signifikan
dengan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di
Puskesmas Sanggeng (p = 0,002).

Temuan ini sejalan dengan penelitian
(Seldjatem et al., 2024) yang menunjukkan bahwa
pelaksanaan KTR masih menghadapi kendala
akibat belum adanya struktur birokrasi yang jelas,
termasuk belum terbentuknya tim khusus yang
bertanggung jawab terhadap implementasi KTR.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa struktur
birokrasi yang jelas, didukung oleh pembagian
tugas yang terstruktur, mekanisme koordinasi
yang baik, serta SOP yang jelas, berpotensi
mendukung implementasi KTR secara lebih
konsisten. Oleh karena itu, penguatan struktur
birokrasi menjadi aspek penting dalam
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

KTR di Puskesmas Sanggeng.

Faktor Dominan

Empat variabel yang diteliti,
multivariat menunjukkan bahwa struktur birokrasi
merupakan variabel yang paling dominan
berhubungan dengan implementasi Kawasan

analisis
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Tanpa Rokok (OR = 16,880; p = 0,002). Hasil ini
menunjukkan bahwa, berdasarkan model regresi
logistik, responden dengan struktur birokrasi yang
baik memiliki odds implementasi KTR yang lebih
tinggi untuk mencapai implementasi KTR yang
baik dibandingkan responden dengan struktur
birokrasi yang kurang baik. Namun, besarnya
Odds Ratio perlu diinterpretasikan secara hati-hati
karena interval kepercayaan yang cukup lebar
(95% CI: 2,943-96,817) menunjukkan bahwa
estimasi besarnya hubungan masih kurang presisi,
yang kemungkinan dipengaruhi oleh ukuran
sampel penelitian yang relatif kecil. Oleh karena
itu, hasil penelitian ini perlu dikonfirmasi melalui
penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar
agar diperoleh estimasi yang lebih presisi.

Struktur birokrasi yang baik tercermin dari
tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur,
serta mekanisme koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi yang berjalan dengan baik. Kondisi
tersebut dapat mendukung implementasi KTR
secara lebih terarah dan konsisten. Temuan ini
sejalan dengan penelitian (Al-Shiddiqy et al.,
2025; Sufri et al., 2023) yang menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan lebih efektif apabila
didukung oleh struktur organisasi yang jelas,
pembagian tugas yang tepat, serta mekanisme
pengawasan yang berjalan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi
dapat menjadi salah satu strategi penting dalam
mendukung implementasi Kawasan Tanpa Rokok
di Puskesmas Sanggeng.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.
Pertama, penggunaan desain cross-sectional
dapat  menggambarkan
antarvariabel pada satu waktu pengamatan
sehingga tidak dapat menjelaskan hubungan

hanya hubungan

sebab-akibat. Kedua, jumlah sampel yang relatif
kecil (n = 59) menyebabkan estimasi Odds Ratio
(OR) memiliki interval kepercayaan yang cukup
lebar, sehingga hasil penelitian perlu
diinterpretasikan ~ secara  hati-hati.  Ketiga,
penelitian ini hanya dilakukan di satu puskesmas
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sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan
ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan
melibatkan jumlah sampel yang lebih besar dan
beberapa fasilitas pelayanan kesehatan agar
diperoleh hasil yang lebih representatif dan
estimasi yang lebih presesi.

Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan ~ bahwa
implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di
Puskesmas Sanggeng secara umum telah berada
pada kategori baik, diantara empat variabel yang
diteliti, hanya  struktur  birokrasi  yang
menunjukkan hubungan yang signifikan dengan
implementasi KTR, sedangkan komunikasi,
sumber daya, dan disposisi tidak menunjukkan
hubungan yang bermakna statistik.
Analisis multivariat juga menunjukkan bahwa

secara

struktur birokrasi merupakan variabel yang paling
dominan berhubungan dengan implementasi
KTR. Namun, besarnya odds ratio perlu
diinterpretasikan secara hati-hati karena interval
kepercayaan yang cukup lebar menunjukkan
bahwa estimasi hubungan masih kurang presisi.
Secara  keseluruhan, hasil penelitian ini
mengindikasikan bahwa penguatan struktur
birokrasi, melalui SOP yang jelas, pembagian
yang terstruktur,
koordinasi dan evaluasi yang baik, merupakan

tugas serta mekanisme
aspek penting dalam mendukung implementasi
kebijakan KTR di Sanggeng

Kabupaten Manokwari.

Puskesmas

Puskesmas
memperkuat

untuk
melalui

Sanggeng disarankan
struktur ~ birokrasi

penyusunan dan penegasan Standar Operasional
Prosedur (SOP) implementasi KTR, pembagian
tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta
peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi
secara berkala. Langkah tersebut diharapkan
dapat mendukung pelaksanaan kebijakan KTR
secara lebih konsisten dan berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan
jumlah sampel yang lebih besar dan mencakup
lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan agar
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diperoleh hasil yang lebih representatif dan
estimasi hubungan yang lebih presisi.
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